
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 59 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 101 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF  

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  

UNTUK PENYERAHAN PERTAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian 

di Jawa Timur  serta  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi  Jawa  Timur dari sektor Pajak Daerah 

terutama dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Baru dan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang   

Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 

Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama; 

 

Mengingat:  1.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan 

Peraturan Negara Tahun 1950); 

 

 

 

2. Undang-Undang 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 

2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Pertama; 

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 101 TAHUN 

2011 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA 

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK 

PENYERAHAN PERTAMA. 

 

 

Pasal I 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan Tarif 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan 

Pertama diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2  diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 
 

Pemberian keringanan tarif Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor untuk Penyerahan Pertama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 berupa: 

a. diberikan keringanan tarif dari sebesar 15% (lima 

belas persen) menjadi 12,5% (dua belas koma lima 

persen); 

b. untuk kendaraan bermotor listrik diberikan 

keringanan dari tarif sebesar 15% (lima belas persen) 

menjadi sebesar 10% (sepuluh persen); dan 

c. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar, diberikan keringanan dari tarif sebesar 

0,75% (nol koma tujuh lima persen) menjadi 0,50% 

(nol koma lima puluh persen). 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 
 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi 

pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 
 

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai 

pelaksanaan keringanan tarif Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan Pertama 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 

2020.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  25 September 2019 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  25 September 2019 

 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

JEMPIN MARBUN, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640917 199203 1 005 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  

NOMOR 59 SERI E. 

 


